
Scanned with CamScanner 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Repiiblik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021. 

a. Sesuai dengan ketentuan pada butir VI F.1.b Larnpiran 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
bahwa Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan 
darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah 
perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan 
dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu 
melakukan Perkada perubahan penjabaran APBD; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPANULI TENGAH, 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATITAPANULITENOAH 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENOAH 
NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANO 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

• ' 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ 
atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkannya 
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas 
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhlr 
dengnn Pemturan Pemerintnh Pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tenlnng l<ebijakan Keuangan Untuk 
Penanganan Panderni Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan Dalarn Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Mcmbahnynkon Pcrekonominn Naslonal dan/ atau Stabilitas 
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 87, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkannya dengan 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6516); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972); 

Tahun 2020 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 525); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1425); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Pasal 1 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 
2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, Dan Rancanga.n Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran Peru bah an Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
431); 

30. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/600/ 
KJYI'S/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2008 Nomor 13); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 7); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 
Nomor2); 
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Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalarn bagian yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

116.769.202.349,00 
0,00 

58.500.196.525,00 

0,00 
58.500.196.525,00 

175.269.398.874,00 

0,00 
175.269.398.874,00 

Pasal 3 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

(3) Pembiayaan : 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
1. Semula 

2. Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
1. Semula 

2. Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 

(1) Pendapatan Daerah: 
a. Semula Rp 1, 174,715,478,367.00 e b. Bert.am bah/ (Berkurang) Rp 0,00 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp l,174,715,478,367.00 

(2) Belanja Daerah: 
a. Semula Rp l,291,484,680,716.00 
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp 0,00 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1,291,484,680,716.00 
Defisit Rp 116. 769.202.349,00 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah 
Rpl.174.715.478.367,00 bertambah/(Berkurang) Rp0,00 sehingga menjadi 
Rpl.174.715.478.367,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 2 

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan t.ahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pernerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 
daerah. 
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Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal U, Desember 2021 

BUPATI TAPANULI TENGAH, 

~(ls~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dalam Serita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 

Q Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Lampiran II 

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pernbiayaan; 
Penjabaran APBD Menurut Urusan Pernerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis,Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

1. Lampiran I 
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